Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DINAS KESEHATAN
JI. CilikRiwut Il No.210,PangkalanBun Kalimantan Tengah 74112
Telp. : (0532) 2031503 Faks. : (0532) 2031502 Email : info@dinkeskobar.com
Website : www.dinkes.kotawaringinbaratkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 800/6088/KD.A/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

. a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor:
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2023-2026;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan b, diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2023-2026.

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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14.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah fterakhir dengan Undang
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
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15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Kotawaringin Barat;

16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor S Tahun 2022 Tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas

- Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan Rencana Kerja

(Renja), menyampakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

diadakannya perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
Pada tanggal, 16 Agustus 2022
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Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 800/6088 /KD.A/2022

Tanggal : 16 Agustus 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2023-2026
1. INSTANSI : Dinas Kesehatan Kanupaten Kotawaringin Barat
2. TUGAS : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan
3. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai ruang lingkup tugas

Meningkatnya Angka Kepala Dinas
Derajat kematian ibu KH Jumlah kasus kematian ibu dalam 1
Kesehatan per 100.000 tahun
Masyarakat kelahiran hidup X 100.000
Jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun
Angka Per 1.000 KH Dinas Kesehatan Kepala Dinas
kematian bayi jumlah kasus kematian bayi dalam 1
per 1.000 tahun
kelahiran hidup X 1000
jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun




Prevalensi % Dinas Kesehatan Kepala Dinas
stunting Jumlah baduta pendek dan sangat
(pendek, pendek dalam 1 tahun
sangat X 100%
pendek) pada Jumlah baduta yang diukur dalam 1
anak baduta tahun
(bawah dua
tahun)
Insidensi Per 100.000 Dinas Kesehatan Kepala Dinas
Tuberkulosis Penduduk Jumlah kasus baru TB
dalam 1 tahun
X 100.000
Jumiah penduduk berisiko
dalam 1 tahun
Terpenuhinya Indeks Indeks (Persentase pencapaian mutu minimal Dinas Kesehatan Kepala Dinas
Kebutuhan Dasar | Pencapaian layanan dasar X Bobot mutu minimal
Kesehatan SPM layanan dasar sebesar 20) +
Masyarakat (Persentase pencapaian penerima
layanan dasar X Bobot penerima
layanan dasar sebesar 80)
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